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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN

Menimbang : a. bahwa dangan gamakin pesatnya
pembangunan di Kabupaten Serang maka
sehagai tindakan pencegahan dan
penanggulangan  terjadinya bencana
kabikaran, Pamerintah Daarah dituntut
untuk mengadakan Alat-alat pemadam

kebakaran ;

b. bahwa dengan ditetapkannya FPeraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Dasrah sebagai pelaksanaan

. Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemeriksaan Alat  Pemadam
Kebakaran merupakan Obyek Retribusi

Dasrah ;

c. bahwa .......
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C. bhahwa untuk terlaksananya maksud pada

Bl

huruf a dan b di atas, pemungutan
retribusi alat pemadam kebakaran perly

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

. Undang-undang Nemor 14 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Dasrah Kabupaten

Dalam Lingkungan Jawa Barat (Farita
Megara Tahun 1950)

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana ({Lembaran

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209)

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997

tentang Perumahan dan Pemukiman

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) :

., Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) :

. Undamg-undang Nomor 22 Tahun  199%

tentang Pemerint ahan Dasrak.
(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3834)

. Paraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun

1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran MNegara
Homor 3258) ;

7. Peraturan ......
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11.

12.

13.

14.

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

1997 tentang Retribusi Daerah
/Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 585,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawal
Negeri Sipil 41" Lingkungan Pemerintah
Daerah ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02/KPTS/1985 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan pada Bangunan Gedung ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup
dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
147 Tahun 1998 tentang Komponen
Penetapan Tarif Retribusi ;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
441 /XKPTS/1998 tentang Persyaratan
Teknis Bangunan Gedung ;

Peraturan Daerah Kabupaten  Serang
Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara
dan Teknik  Penyusunan Rancangan
Peraturan’® Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Kabupaten  Serang
Nomor 466 Tahun 2000).

Dengan persetujuan ......
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSEKAR

Menetapkan : PERATURAN DAEFAH  TENTANG RE
PEMERIKEAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN,

BEABR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daasrah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagal Badan
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3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Retribusi Daerah sesuwai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. FKas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Eabupaten
Serang.

. Badan adalah suatu badan wusaha yang meliputi
perseroan tarbatas, PErSaroan komanditer,
persercan Jlainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi vyang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;

7. Bendaharawan .....
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11,

14.

13.

14.

15.

16.
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. Bendaharawan FKhusus Penerima adalah Bendaharawan

Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daarah ;

. Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan adalah

Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Serang.

. ¥epala Unit adalah Fepala Unit Pemadam Kebakaran

Kabupaten Serang.

Unit Pemadam Kebakaram adalah Unit Pemadam
Kahakaren Kahunaten Sarang
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Alat Pemadam FEebakaran adalah Alat untuk
memadamkan kKebakaran.

adlat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan
yang digunakan untuk melengkapi alat-alat “pamqﬂam
kebakaran, seperti jenis air busa (FOAM), Kkimia
kering (dry powder), ember, karung goni, sekop dam
lain-lain.

Bangunan adalah Bangunan yang mempunyai ket inggian
dari permukaan tamah, atau lantal sanmpal dengan
hoblommaine mabaimaeTl 14 mabpes aF @is £ lTarm¥an
Eeliilygyldall Ndhksimad L% HELEL dida T AR
Hydran adalah alat yang dilengkapai dengan slang
gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air
bartekanan vyang digunakan bagi keparluan pemadam
kebakaran.

spinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam
kebakaran yang mempunyai tudung Yyang parhnntqu
deflektor pada ujumg mulut pancarnya, sehingga alr
dapat memancar ke semua arah secara merata.

Alat Diteksi {Detictqr} adalah suatu alat vyang
dapat memberikan reaksi mekanis bilamana terdapat
gejala pada tingkat kepekaan tertentu.

17. Alarm Kebakaran .....
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18.

19,

20.

21,

22,

23,

24,
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Alarm FKebakaram adalah suatu  alat untuk
memberitahukan kebakaran tingkat awal.

retribusi Pelayanan Pemeriksaan Pemadam Kebakaran
yang selanjutnya 4i  zabut Retribusi adalah
Pelayanan Pemeriksaan dan atauy pengujian alat-alat
pemadam kebakaran termasuk racun api vang dimiliki
dan atau digunakan oleh masyarakat.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
Yang  mepurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Retribuzi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa
yang dlsadiakan_ atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatarn

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atay
badan.

Masa Retribusi adalah jangke wektu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retridusi untuk
melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang
terutang,

Surat Ketetzpan Retribusi Dzerah vang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan  yang
menentukan besarnya  jumlah retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDKE adalah surat

keputusan vang memutuskan besarnya retribusi
Daerah yang terutang.

Surat Ketetapan PRetribus! Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah
surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

2v. Surat Tagihan .....
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Z5. Surat Tagihan Retribusi Daerah vyang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau samksi administrasi
berupa bunga dan atau denda,

BAE II
NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIEUSI

Pasal 12
~Dengan nama PRetribusi Pemeriksaam Alat Pemadam
Febakaran  dipungut retribusi atas  pelayanan

pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat  pemadam
kebakaran vang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pagal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau
pengujian alat pemadam kebakaran vyamg dilakukau
Pemerintah Daerah.

Pagal {

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan atau
pengujian alat -alat pemadam kebakaran termaszuk racun

api.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

E-tiiﬁuii Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk
golongan Retribusi Jasa Umum.

o BAB IV .........
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RAE IV
CARA MENGUEUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat
pemadam kebakaran diukur berdasarkan gambar rencana
dan konstruksi yang diteliti, luas lantai, pengujian
akhir, pemasangan instalasi proteksi  kebakaran,
pemeriksaan persyaratan pancegahan kebakaran,
volume/frekuensi dan waktu pemakalan alat pemadam
kebakaran.

BAB V

PRINSIF PENETAPAN, STEURTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip peaetapan tarif retribusi pemeriksaan alat
pemadam  kebakaran adalah untuk mengganti biaya
administrasi, biaya pemeriksaan, biaya pembinaan dan

T"ll-ﬂ ﬂ AWASEATH

Pagal 8

Struktur besarnya retribusi dapat ditentukan sesuai
obyeknya yaitu:

1. Becarnya Tarif Pemeriksaan Viﬁua] (Rangunan) per
meter/ tahun adalah sebagai berikut ;

a. 1 m2 sampai dengan 2.000 m2 .... Rp. 45,-/mld
b, 2,001 m? s/d 5.000 m2 ........ Rp. 35,-/ml
e, 5. 000 m? =4 1.0000 m2 ......... Ep. 30,-/m2
d, 10.000 m2 s/d 2.0000 m2 ......... Rp. 20,-/m2
&, 20,000 m2 s/d 40,000 m2 ......... Rp. 15,-/m2
f. Lebih dari 40.000 m2 .. ....... Rp. 10,-/m2
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. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
janis Hydramt pertitik/tahun adalah Rp. 10.000,-/
titik

. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

jenis Sprinkler pertitik/tahun adalah Rp. 2.500,-/

titik

. Besarnya Tarif Pemeriksaan Unit Pemadam Kebakaran
jenis satuan alat kendaraan/tahun adalah Rp,
50.000,-

. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
jenis air bertekanan perbuah/ftahun adalah :

a. 1 liter s/d 9 liter ....... Rp. 2.000,-
b. Lebih dari 9 liter ......... Rp. 2.500,=

. Besarnya Tarif Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
jenis racun api pertabung/tahun adalah :

a. Jenis Dry Chemical :

-1Kg /4 3,5K8 ..... Rp. 2.000/tabung
-3,5Kg s/d & Kg ..... Rp. 2.500/tabung
-6 Kgse/dld kg ..... Rp. 3.000/tabung

Lebih dari 15 Kg .... Bp. 7.000/tabung

b, Jenis Halon :

-1Kg e/d 3 Kg ..... Rp. 2.000/tabung
_3Kg s/d 6 Kg ..... Rp. 2.500/tabung
- Lebih dart & ¥g ..... Rp. 5.000f/tabung

c. JAnlE ......
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¢. Jenis Carbon Dioksida (Co2) :

-1Kkg s/d 3 Kg ..... . Rp. 2.000/tabung
-3Kg /4 6Kg ..... . Rp. 2.500/tabung
= Lebih dari 6 Xg ...... Rp. %.000/tabung
d. Jenis Foam Busa :
-1 /4 9 Liter ..... Bp. 2.000/tabung
- Lebih dari 9 Liter .... Rp. 2.500/tabung
Pasal 9

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  sebagaimana
tersebut dalam  Pasal 8 Peraturan Daerah ini,
Jdilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
BEABR VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan
Pasal 10
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 11

(1) Pamungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi .....
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(2] Retribus: dipungut dengan menggunakan SERD atau
dokumen lain vang dipersamzkan.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal £ Peraturan Daerah ini disetor ke HKas

Daeral melalui Bendaharawzn Khusus Penerima pada
Dinas Pendapatan Daerah.

EAR VI

SART RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 1:

Sazt Retribusi terutang adalah pada saat di
terbitkanrya SKRL atau dokumen lain yang dipersamakan.

BEAB VIII
TATA CARA PEMEAYARAN
Pagal 13

(1] Kepala Daerzh menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran retribusl yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) hari setslah saat
retribusi terutang.

(2] Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan,
dapat memberikan persetujuan Kepada  Wajib
Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi desgan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua
prozen) setiap bulan.

(3} Tata cara pembavaran, tempat pembayaran, penundaan
pembavaran retribusi diatur dsngan Keputusan
Kepala Daerah.

BAB IX .......



TATA CARA PEMAGIMAN
Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lainp
yang &ejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan Fetribusi dikeluarkan segera setelah 7

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

i) Dalam jangka waktu 7 [tujuh} harl setelah tanggal
Surat Taguranfperlnqatan syrat lain yang sejenis,

LI"IHI';.F-, Dab e b boawi maliimae Bakr g ke P
L Atk e ilr"rl-:i- {11 l-“? MeiuNadsl RELT i-lr'ﬂ“i"l -Ijﬂ- Faliy
terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

EAR X
EANKS] ADMINISTEASI
Pasal 13

Dalam hal Waiib Retribusi tertentu tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

progen) setlap bulam darl retribusl yang terutang yang
tidak atau kuramg dibayar dan ditagih dengan

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAE XI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBAGAN RETRIBUSI

Pagal 16

"la Dasrah dapat memberikan pengurangar,

sanan dan pembebasan retribusi.
(2) Tata Cara .....
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4) Tata Cara pemberisn pengurangan, keringanan dan

1)

2]

11)

(1)

pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan cleh Eepala Daerah.

BAB X!]
FADALUARSA PENAGIHAN

rFagal 17

Penagihan retribus., kadaluwarsa setelah melampaul
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, Kecuali apabila wa)ib
retribugl  melakukan tindak pidana di  bidang
retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayet (1) FPasal 1ini, tertangguh

anahila

“r“---" r

a. Ditarbitkan Surat Teguranm dan Surat Paksa |

b, Ada  pergakuan utang retribusi dari Wajib
Fetribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAE III

TATA CARA PENGHAPUSAN FIUTARG
RETRIBUS] YANG FADALUWARSA

Fazal |8

Piutang retribugi vang tidak mungkin ditagih lagl
karena hak untukt melakukan penagihan  :fudah
kadaluwarsa dapat dihapus.

Kepala Daerah menetapkan kepulusan penghapusan
plutang retribugl  yang  sudah kadaluvarsa

sgbagaimana dimaksud ayat (1] Pasal ini.

BAR XIII
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BEABR XIII

FPENGAWATEAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

dilakukan oleh Pejabat vyang ditunjuk oleh FKepala
Daarah.

B AB XIv
PENYIDIXKAN
Pasal 20

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Femerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana
dibidarg retribusi Daerah.

(Z) Wewenarg Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah:

a, Menerima, mencaral, mengumpulkan dan menelit.
keterangan atau laporar berkenaan dengan tindak
pidena  dibidang retribusi Daerah  agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jeias ,

b. Meneliti, mencarl dan mengumpulkan Keterangan

mengenal orang pribadl atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan  sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,

c. Meminta keterangan dan bahan buktl dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana Aibidang retribusi Dasrah

d. Memeriksa .......
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d, Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidanyg reliibusi Dawiah ;

#. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pancatatan dan Aakuman-dakuman

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tarsabut :

f. Meminta Dbantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhentl, melarang gsesecrang

meninggalkan rvangan atau tempat pada saat
pamerikzaan sedang harlanggung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret sessorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi Daerah ;

i. Memanggil orany untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

4. Manghantikan penyidikar ;

k. Melakukan tindakan lain yang periu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungawabkan.

penyidik sebagaimana Jdimaksud ayat (1) Pasal ini,
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.



- 1§ -

BAE LV

KRETENTUAN FIDANR
Fasal il

(1) Waiib  retriousi vyang  tidak  melaksanakan
kevajibannva zehingga merugikan kevangan Daerah,
dizncam pidan: kurungan paling lama &  [enam)
bulan atau dsnda paling banyvak 4 jempat) kall
junlah retribusl yvang tervtang.

{2} Tirdak pidana sabagaimana dimaksud dalam ayat (1],
adalah Pelanggaran.

BAR XVl
YETENTUAN PENUTUP
Pasal .2

(1) Hal-ha. vyang telum cukup diatur dalam Peraturan
Daerah  tnl,  sepanjang  mengenai teknie
pelaksanaannya akan diatur .eb:h lanjul dedgab
Keputusan Bupat: sesual dengan peraturan
perundang-undangan yarg berlalu.

(2' Reputusan Bupat: sebageimana dimaxsul dalam ayat
(11, sudah selesai selanbat-lamdatnya € (enan]
bulan sejak diundangkennya Peraturan Daerah ini.

Pasezl 13

Peratusan Daerah int mula: barlake pada tanggal
diundangkan. '
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hgar satiap G¥ ARy dapat
nemerintahkan pengundangan Peraturan
peneapatannya calam Lembaran Daerah |

pada tanggal 25 September

BUPATI

Cap,

“lendangkan dL 3 e L a0y

sada tasgoal 30 September 2000
TERRETARIS DAETAR FA
Cap/TLd
FHAN SUKARSO
LEMEAEAN [AREAY KARUPATEN SERARC

TAHUN 2000 NOMIR 481

CERANG,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOE 13 TAHUM 2000
TENTANG

RETRIEUSI FPEMERIKSAAN ALAT FEMADAY KEBRKARAN

FENJELAGAN UMUM

Bahwa bperdasarkan ketentuan Undang-undang
Homgr 18 Tahun 1297 tentang Pajak Daerah dan
Betribus: Daerah sarta Peraturan Pemarintah MNomor
20 Tahun 1997 teptang Retribusl Daerah, telah
diatur mengendai jenis Retribusi Daserah vang harus
diatur dalam Peraturan Daerah yaitu Retribusi Jasa
Umum, Ratribusi Jasa Usaha dan Ratpibusi Parijinan
tartantu.

Feratuyran Daarah Kabupatan Serang tentang
Retribusi Peameriksaan Alat Pemadam  Kebakaran
merupakan salah satu Peraturan Daerah yang
diparsiapkan sebagai pelaksanaan Undang-undang
Nomor 18 Tahum 1937 dan Peraturan Pemerintan Nomor
20 Tahun 1997,

Ratribusi Pameriksaan Alat Pamadam
Fehakaran mérupakan  Jenis RatribuEel Tanyg
digolongkan dalam jenis retribusi 31asa  umum.
Ratribusi Jaza Umum adalah Eetribusi atas jasa
vang dJdisediakan atau diberikan o¢lah Pemerintah
Daarah untuk tujuan kepantingan dan  temanfaatan

umum serta dapat dinikmatl oleh orang pribadi atau
hadan.

Jasa vang disediakat ........
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Jasa vyang disediakan atau vyang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten Serang yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini adalah jasa  pelAyanan

pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat
pemadam  kebakaran yang dimiliki dan  atau
dipergunakan oleh masyarakat.

Dengan penetapan Peraturan Daerah dimaksud,
maka pelaksaraan pemungutan retribusi atas Jasa
palayanan pemarikszaan alat-alat pemadam Kkebakaran
yang dilakukan cleh Pemerintah Kabupaten Serang

sesuai  dengan ketentuan Peraturan _Farundang—
undangan yang berlaku serta dapat menunjang usaha

peninykatan pertumbuhan perekenemian Daerah,
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal - 1

Pasal ini memuat pengertian istilah  yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2
Cukup Jelas
Pagal 3
Cukup jelas
Fasal 4
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

Pazal & .......



Pagal &

Per:nsip penstapan tarif dapat berbeda menurut
jenis pelaysnan dalam jasa pelayanan vyang
1

hawanmnmalatan AR ARl CFATER Hﬂ-'l'lﬂ-l"!"'l"i!ﬂ!'l 1&5!
L SOIlYAE Rl WMUEL gt e B LRS AL I WA R =

Pasal 7, B dan Pasa. 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal L1
Avat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diboroagkan = adalah
preses reglatan tidak dapat diserahkarn kepada
pihak ketiga. Mamun dalam pengert:an jni bukan
berarti bakwa Pemerintah Daerah tidek boleh
beker jasama dengan pihak ketiga. Dengen gEPgEt
gelektif dalam proses pemungulan TeTTiDU&L,
pamerintah Daerah dapat mengajak beker)jasama
badan-badan tertentu  yang karena
profesionalismenya layak dipercay: untuk ikut
melaksanakan sebagian tugas pemuigutan jnn1s
ratribusi secara lebih efesien. FKegilatan
penungutan retribusi yang tidak dapat
diker jasamakan dengan pihak ketiga ‘adalah
kegiatan perhituingan beseranya ratribns1 Yang
terutang, pengavasan penyetoran retribusi dan
panagihan retribusi.

Ayat (2) dan Ayat (1)

Cukup jelas



Pazal 12
Cukup ijelaz
Pasal 13
Ayat (1), (2) dan {3)
Cukup jelas
Fasal 14
Avat {1, (2) dan {3}
Cukup 1elas
Fasal 15
Culup Jelas
Pasal 16
Ayat (1) dan (2)
Cukup Jalas
Pasal 11
Avat {1}

=aat Kadaluarea

penagihan retribusy  ini,

untuk memberi kepastian hukum, kapan utang
retribugi tersebut dapat ditagih lagi.

Ayat (2}

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,

kadaluarza

dihitung sajak tanggal

PenLyampalan aurat Teguran tersebut.

haruf b .......



huruf b

Yang dimaksud pengakuan ttang retribugi
SacAra langsung adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih

.

PUnTe uténg retribusi dan ba 1 1m
melunasinya kepada Femerintah Daerah.
Tang dimaksud dengan pengakuan utang
rétribusi secara tidak langeungadalah
wajib ratribusi tidak secara nyata-nyata
langsung wenyatakan bahwa ia nengakui
mampuny&i utang ratribugi kapada
Pemerintah Dasrcah.

Fasal 18
Avat (1} dan {2}
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Fasal 20
Ayat (1)
Pajabat Pegawai Negeri Sipil tearstentu adalah
PFenyidik Pagawal Negeri Sipil Pemerintah
Deerah yang telah diangkat berdasarkan
peraturan pesrundang-undangan yang barlaku.
Ayat [2) dan (3) Cukop jeles
Pasal 21
Ayat (1) dan (2] Cukap jelas
Fasal 22 dan Pasal 23 Cukup jelas.
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